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BUPATI TASIKMALAYA 

PROVINSI JAW A BARA T 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR 51 TAHUN 2021 

TENTANG 

"'UGAS DA. FUNGSI 
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI ASIKMALAYA, 

bahwa untuk melaksan kan ketentuan Pasal 5 Perat ran Daerah 
Nomor 7 Tahun 2 16 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah ebagaimana telah d iu ah beberapa kali, 
terakhir dengan P raturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
No or 3 a lun 202 1 te tang P a an Kedua ata s Peraturan 
Daerah Kabupat Tasi m laya Nomor 7 T hun 20 16 tentang 
Pembentu an an S unan Perangkat aera an Pasal 93 
Pera u a n Bupa . sikm y 0 0 39 Tahun 202 1 tentang 

ed udukan, Susunan rganisasi, Tugas da n Fungsi Perangkat 
Daerah, perlu menetapkan Pera turan Bupati Ta sikmalaya 
tenta ng Tugas n F n si i as e d i ikan dan u dayaan; 

1. Undang-Unda n o Nom or 14 Tahun 1950 t n tang Pembentukan 
Daera -Daera h K b paten Da a m Li gku ng .n Propinsi Djawa 

Be rat B rita Negara Republik In nesia Tahun 1950), 

eba ga imana telah iubah denga n U dang-Un dang Nomor 4 

Tahu 1968 te tan Pe bentuka Kab i ate Purwakarta dan 
Kab pat n Subang d enga Mengub U ang-Undang Nomor 
14 Tahun .9 50 te ang Pembe tukan Daerah-Daerah 
Kabupate Da lam Lingku gan Propinsi Djawa Barat 

(Lembaran Neg ra ep blik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, 

Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 2851) ; 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
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tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerinta h Nomor 18 
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402) ; 

4. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 

2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 
2016 Nomor 1); 

5 . Peraturan Daerah Kabupa ten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 

2016 tentang Urusan Pemerintahan yang m enjadi Kewenangan 

Pemerintahan Kabupa ten Tasikmalaya (Lembaran Daerah 

Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3) ; 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 
Tahun 2016 tentang Pembentukan d a n Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ta ikmalaya 
Tahun 20 16 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa 

kali, ter akhir dengan Peraturan Daerah Ka bupaten 

Tasikmalaya Nomor 3 Ta h u n 202 1 tentang Perubaha n Kedua 
atas Pera turan Daera h Ka bupaten Tasikm alaya Nomor 7 
Tahun 20 16 tentana Pem bentukan dan Susun an Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikma laya Tahun 
202 1 Nomor 3) ; 

7. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 ten tang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat 

Da erah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 
Nomor 39); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS DAN FUNGSI DINAS 

PENDIDlKAN DAN KEBUDAYAAN. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya. 
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2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 
3 . Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 

Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya. 
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 

Tasikmalaya. 
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disebut UPTD adalah unsur 

pelaksana teknis daerah berupa satuan pendidikan pada Dinas Pendidikan 
dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya. 

7. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pen didikan yang 
menyelen ggarakan pendidika n pada jalur formal , non formal dan informal pada 
setiap jenjang dan jenis pendidikan. 

8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan Pegawai Negeri Sipil yang 
m elaksanakan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak yang didasa rkan 
pada k eahlian dan/ atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri. 

BAB II 

SUSUNAN ORGANISASI DAN RINCIAN TUGAS DAN FUNGST 

Bagia n Kesatu 
Susunan Organisasi 

Pasal 2 

SusunarL organisasi Dinas, terdiri atas: 

a. Kepala ; 

b. Sekretariat, terdiri atas: 
1) SUbbagian Perencanaa n, Evaluasi dan Pela poran; 
2) Subba gian Umum dan Kepegawaian; dan 
3) Subbagia n Keuangan. 

c . Bidang Pen didikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, terd iri ata s: 

1) Seksi Pendidika n Anak Usia Dini; 

2) Seksi Kursus dan Kelembagaan; dan 
3) Seksi Pendidikan Ma syarakat dan Kesetaraan . 

d. Bidang Sekolah Dasar, terdiri a tas: 
1) Seksi Kurikulum dan Kelembagaan Sekolah Dasar; 

2) Seksi Kesiswaan Sekolah Dasar; da n 

3) Seksi Sarana Prasarana Sekolah Dasar. 

e. Bidang Sekolah Menengah Pertama, terdiri atas: 
1) Seksi Kurikulum dan Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama; 
2) Seksi Kesiswaan Sekolah Menengah Pertama; dan 
3) Seksi Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama. 

f. Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan, terdiri atas: 
1) Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar; 

2) Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah 

Pertama; dan 
3) Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia 

Dini dan Pendidikan Masyarakat. 
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g. Bidang Kebudayaan, terdiri atas: 
1) Seksi Sejarah dan eagar Budaya; 
2) Seksi Bina Budaya; dan 

3) Seksi Bina Seni. 

h . Kelompok Jabatan Fungsional; 

1. Unit Pelaksana Teknis Daerah. 

Bagian Kedua 

Rincian Tuga s da n Fungsi 

Para graf 1 

Kepala 

Pasa13 

(1) Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mempunyaJ. tugas 
pokok memimpin Dinas, menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis, 

mem bina, mengoordinasikan, mengorganisasikan dan mengen dalikan 

pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas di bidang pendidikan dan ke bu dayaan 

melipu ti penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan pendidikan 
masyarakat, pendidikan sekolah dasar, pendidikan sekola h m enengah 
pertama , pengelolaan guru dan ten aga kependidikan, kebudayaan ser ta Unit 
Pelaksan a Teknis Daerah . 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pa d a ayat (1), 

Kepala mempunyai fungsi: 

a. Penyelenggaraan perum u san kebijakan teknis di bidang pendidikan dan 
kebudayaan; 

b. Penyelenggaraan kebijakan teknis d i b idang pendidikan dan kebu dayaan; 
c. Penyelen ggaraa n da n pembina a n pendidikan anak USIa dini dan 

pendid ikan masyarakat; 

d. Penyelenggaraan dan pembinaan pendidikan sekola h dasar dan sekolah 

menen gah pertama; 
e. Penyelen ggaraan d aJ.'l pembinaan d i bidang kebudayaan; 
f. Penyelenggaraan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan sekolah 

dasar dan sekolah m enengah pertama; 
g. Penyelenggaraan pembinaan dan pengemban gan pendidik dan tenaga 

kependidikan pendidikan anak usia d ini, pendidikan masyarakat, sekolah 

dasar dan sekolah menengah perta ma; 

h. Penyelenggaraan urusan kesekre tariatan; dan 
1. Pembinaan Teknis pengelolaan UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional. 

(3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi: 
a. Menyelenggarakan perumusan perencanaan kinerja, program, kegiatan 

dan anggaran Dinas; 

b. Menyelenggarakan perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi 
pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan pendidikan anak usia dini, 
pendidikan masyarakat, pendidikan sekolah dasar, sekolah menengah 
pertama, guru dan tenaga kependidikan serta kebudayaan; 
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c. Menyelenggarakan pembinaan teknis pengelolaan pendidikan anak USIa 

dini, pendidikan masyarakat, pendidikan sekolah dasar, sekolah 

menengah pertama, guru dan tenaga kependidikan serta kebudayaan; 

d. Menyelenggarakan fasilitasi dan pengendalian pelaksanaan pendidikan 

dan kebudayaan; 
e . Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendidikan anak 

usia dini, pendidikan masyarakat, pendidikan sekolah dasar, sekolah 
menengah pertama, pengelolaan guru dan tenaga kependidikan serta 

kebudayaan; 
f. Menyelenggarakan urusan kesekretariatan; 

g. Menyelenggarakan pengelolaan, pengamanan dan pelaya nan informasi 
publik; 

h. Menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama dalam rangka tuga s pokok 

d an fungsi dinas; 
1. Menyelenggarakan pembinaan teknis pengelolaan UPTD dan keb ijakan 

operasional pengembangan Kelompok Jabatan Fungsional; dan 

J. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya. 

Paragraf 2 
Sekretariat 

Pasa14 

(1) Sekretar iat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mempunyai tugas 

pokok menyelenggarakan pengkajian, perencanaa n dan program, pen gelolaan 
keuan gan, umum dan kepegawaian serta koordinasi pelaksanaan tugas di 
lingku n gan Dinas. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Sekretariat mempunyai fungsi: 

a. Penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program Dinas; 

b . Penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan p rogram kesekretariatan; 
dan 

c. Penyelenggaraan pengelolaan u rusan keuangan, kepegawaian dan umum. 

(3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Sekretariat sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi: 

a. Menyelenggarakan penyusunan program kerja Sekretariat; 

b. Menyelenggarakan pengkajian dan koordinasi perencanaan dan program 

Dinas; 
c. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan; 
d. Menyelenggarakan pengkajian anggaran belanja; 
e. Menyelenggarakan pengendalian administrasi belanja; 
f. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian; 

g. Menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan; 
h. Menyelenggarakan pengelolaan uIusan rumah tangga dan perlengkapan; 
1. Menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian 

peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protokol dan 

hubungan masyarakat; 
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J. Menyelenggarakan koordinasi dan penyusunan rencana strategis, 

indikator kinerja utama, rencana kerja tahunan, perjanjian kinerja, 

laporan kinerja instansi pemerintah, laporan keterangan 
pertanggungjawaban dan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah 
serta standar operasional prosedur unit kerja di lingkungan Dinas; 

k. Menyelenggarakan koordinasi pengukuran kinerja Dinas dan tiap-tiap unit 
kerja di Dinas; 

1. Menyelenggarakan pengelolaan data base pendidikan; 

m. Menyelenggarakan rencana strategis dan laporan kinerja instansi 
pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaba n dan laporan 
penyelenggaraan pemerintahan daerah Dina s; 

n . Menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan; 
o. Menyelenggarakan pembinaan Jaba tan Fungsional; 

p. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Sekretariat; 

q. Menyelenggarakan telaahan s taf sebagai bahan pertimbangan 

pengambilan kebijakan; 
r. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan 
s . Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya. 

(4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. Subba gian Perencanaan, Evalua si dan Pelaporan; 

b . Su bbagian Umum dan Kepegawaian ; dan 

c. Su bbagian Keua ngan. 

Pasa1 5 

(1) SUbba gian Perencanaa n, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a m empunyai tugas pokok melaksanakan 

penyusu nan bahan peren canaan, evalu asi dan koordinasi pen gukuran kinerja 

serta pelapora n Dina s. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan 
Pelaporan sebaga imana dimaksud p ada ayat (1) m empu nyai rincian tugas 
meliputi: 
a. Melaksanaka n penyusun an bahan perencanaan, p rogram, kegiatan, 

evaluasi, pelaporan dan anggaran Dinas; 

b. Melaksanakan penyusunan baha n pengukura n kinerja dinas dan tiap-tiap 
unit kerja di dinas; 

c. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kerangka acuan 
kerja; 

d. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan 

teknis kegiatan tiap-tiap unit kerja; 
e. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan bahan 

pelaporan dan evaluasi kinerja dinas; 
f. Melaksanakan pengolahan dan penyusunan data base pendidikan; 
g. Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil 

pelaksanaan tugas; dan 
h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 
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Pasa16 

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
ayat (4) huruf b, mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan 
ketatausahaan, ketatalaksanaan, kehumasan, perlengkapan, rumah tangga 
serta administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Subbagian Umum dan Kepegawaian 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi: 

a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan teknis 
lingkup Subbagian U m u m da n Kepegawaian; 

b . Melaksanakan penyusunan bahan rencana kebutuha n sarana dan 
prasarana kantor ; 

c. Melaksanakan pengelolaan u rusan rumah tangga, pemeliharaan sarana 

dan prasarana kantor, penggandaan dan keamanan dalam; 

d. Melaksanaka n pen gelolaan dan penyimpanan barang milik daerah; 
e. Melaksan akan pengelolaan a rsip, penataan dokumen, surat menyurat dan 

ekspedisi Dinas ; 
f. Melaksanakan u rusan keprotokolan da n penyia pan ra pa t; 
g. Melaksanakan penyiapan baha n penga turan a cara rapat Dinas, 

keprotokolan dan h u bungan masyarakat ; 

h. Melaksanakan penyusunan bahan koord in asi pengelola a n naskah produk 

hu ku m ; 
1. Mela ksa n akan koordin asi pembinaan, penyusun an dan evalua s i sta ndar 

opera sional prosedur tiap-tiap u nit kerja; 
J. Melaksanakan penyusu nan d an pengelola a n da ta kepegawaian Din as; 

k. Melaksanakan penyia pan bahan pem bin a a n dan disiplin pegawai, 

pen in gkatan kesejahteraan pegawa i da n pengemban gan ka rir pegawai; 

1. Mela ksan a kan koordinasi penyusunan baha n pem binaan penila ian kinerja 

pegawa l; 
m . melak sanakan pen gelolaan administrasi perjalan an din as; 
n. melaksana ka n penyusunan bah an evalu asi da n pelaporan h a sil 

pelaksanaan tugas; dan 

o. melaksanaka n tuga s kedinasan lainnya. 

Pasa1 7 

(1) Subbagian Keuangan sebagaimana dim aksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c, 
mempunym tugas pokok m elaksanakan pengelolaan keuangan, 
penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban 

keuangan. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, SUbbagian Keuangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi: 
a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan teknis 

lingkup Subbagian Keuangan; 
b. Melaksanakan koordinasi penyusunan dan penyiapan anggaran Dinas; 

c. Melaksanakan penatausahaan keuangan Dinas; 
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d. Melaksanakan penyusunan bahan pemberian layanan administrasi bidang 

keuangan; 
e. Melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan Dinas; 
f. Melaksanakan penyusunan bahan pertanggungjawaban dan pelaporan 

keuangan Dinas; 

g. Melaksanakan perbendaharaan keuangan; 

h. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan; 

1. Melaksanakan penatausahaan belanja Dinas dan UPTD; 
J. Melaksanakan verifikasi keuangan; 
k. Me1aksa nakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil 

pelaksan aan tu gas; da n 

1. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Paragraf 3 
Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat 

Pasa18 

(1) Bidang Pendidikan Anak Usia Dini d an Pendidikan Masyarakat sebagaimana 

dima ksud dalam Pasal 2 huruf c mem punyai tugas pokok menyelen ggarakan 

perum u san dan pelaksanaan kebij akan di bidang pembinaan pendidikan anak 
usia dini dan pendidikan masyarakat . 

(2) Dalam menyelenggarakan tuga s pokok seba gaimana dimaksud pa da ayat (1), 

Bidan g Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Ma syarakat m empunyai 
fungsi: 

a. Penyelenggaraan penyusunan bahan kebijaka n teknis pendidikan anak 

u sia dini, kursus dan kelembagaan, pendidikan kem asyaraka tan dan 
kesetara an; 

b. Penyelen ggaraan kebijakan teknis pen didikan anak u sia dini, kursus dan 
kelembagaan, pen did ikan m asyarakat dan kesetaraa n; 

c. Penyelenggaraan pen gelolaan data di bidang pendidikan a n ak usia dini, 

kursus dan kelembagaan, pendidikan masyarakat dan keseta raan; 

d. Penyelenggaraan pengelolaan bantuan d i b idang pendidikan anak USIa 

dini, kursus dan kelem bagaan, pen didikan masyarakat dan kesetaraan; 
dan 

e. Penyelenggaraan pembinaan, fasilitasi dan koordinasi pendidikan anak 
USIa dini, kursus dan kelembagaan, pendidikan masyarakat dan 
kesetaraan. 

(3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Pendidikan Anak Usia Dini 

dan Pendidikan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai 
rincian tugas me1iputi: 
a. Menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Bidang 

Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat; 
b . Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan 

pembinaan dan pengendalian pendidikan anak usia dini, non formal dan 
informal; 



9 

c. Menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pendidikan anak USIa 
dini, non formal dan informal; 

d. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pengendalian 
pendidikan anak usia dini, non formal dan informal; 

e. Menyelenggarakan pengembangan pendidikan anak usia dini, kursus, 

pendidikan masyarakat dan kesetaraan; 

f. Menyelenggarakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pendidikan 
anak usia dini, non formal dan informal; 

g. Menyelenggarakan fasilitasi penyaluran bantuan saran a prasarana 
kegiatan pendidikan anak usia dini, kursus, pendidikan m a syarakat dan 

kesetaraan; 

h. Menyelenggarakan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan anak usia 

dini, kursus, pendidikan masyarakat dan kesetaraan; 
1. Menyelenggarakan pelaksanakan monitoring, pengawasan dan evaluasi 

tentang pemanfaatan bantuan sarana prasarana; 
J. Menyelenggarakan pelaksanakan koordinasi dengan lembaga terkait dalam 

rangka pembinaan dan pen gembangan pendidikan anak usia d ini, kursus, 

pendidikan m asyarakat dan kesetaraan; 

k. Menyelenggarakan fasilitasi pelaksanaan ujian nasional dan akreditasi 
pendidikan non formal; 

1. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan dan bimbingan teknis dan 
evalu asi pemberdayaan peran 
pendidikan anak USIa dini, 

kesetaraan; 

serta masyarakat dalam pela ksanaan 

kursus, pendidikan masyarakat dan 

m. Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pela ksanaan 

tuga s lingkup Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan 
Ma syarakat; dan 

n. Menyelen ggarakan tugas kedinasa n lainnya. 

(4) Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) terd iri atas: 

a. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini; 

b. Seksi Kursus dan Kelembagaan; dan 
c. Seksi Pendidikan Masyarakat dan Kesetaraan. 

Pasa19 

(1) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini, se bagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 

(4) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan 

perencanaan, pembinaan teknis pengelolaan dan pengembangan program 
pendidikan anak usia dini. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Seksi Pendidikan Anak Usia Dini 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi: 
a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Pendidikan 

Anak Usia Dini; 

b. Melaksanakan pengolahan dan inventarisasi data lembaga dan 
penyelenggaraan pendidikan anak usia dini; 
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c. Melaksanakan penyiapan bahan pernbinaan, pengendalian dan 
pengernbangan pendidikan anak usia dini rneliputi kelernbagaan, rnateri 

bahan ajar serta sarana prasarana; 

d. Melaksanakan penyiapan bahan pengernbangan inforrnasi dan sosialisasi 

pendidikan anak usia dini; 

e. Melaksanakan penyiapan bahan usulan kebutuhan dan distribusi bantuan 
saran a prasarana kegiatan pendidikan anak usia dini; 

f. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan instrurnen pernbelajaran 

pada pendidikan anak usia dini; 
g. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi peningkatan k erja sarna dengan 

lernbaga penyelen ggara pendidikan anak usia dini; 

h. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pernantauan, evalu asi dan 
pelaporan hasil pelaksanaan tu gas lingkup Seksi Pendidikan An ak Usia 
Dini; dan 

1. Melaksana kan tugas ked inasan lainnya. 

Pasa l 10 

(1) Seks i Ku rsus dan Kelernbagaan sebagairnana d irnaksud dalarn Pasal 8 ayat (4) 
huruf b rnernpunyai tugas pokok rnelaksanakan penYlapa n bah an 
peren can aan, pernbinaan teknis pen gelolaan kursus dan pengembangan 
program dan kelem bagaan kursus . 

(2) Dalam rnenyelenggarakan tugas pokok, Sek si Kursus dan Kelembagaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) m empunyai rincian tugas m eliputi: 

a. Mela k sanaka n penyusu n a n bahan perencanaan lingkup Seksi Ku rsus dan 
Ke.lem bagaa n; 

b. Melaksana kan pengolah a n da n inven tarisa si da ta lembaga 
penyelen ggaraan kursus; 

c. Mela ksa n a kan pen Ylapa n bah an pem binaan, pengenda lian dan 

pengembangan kursus men gen ai kelembagaan, m a teri bahan ajar serta 

sarana prasaran a; 

d. Melaksan akan penyia pan bahan pengem bangan inform asi dan sosialisasi 
penyelengga raan kursus; 

e. Melaksanakan penyiapan bahan usulan kebutuhan dan distribusi bantuan 
sarana prasarana kegiatan kursus; 

f. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan instrumen pembelajaran, 

instrumen pelatihan dan instrumen bimbingan pelaksanaan belajar; 

g. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi peningkatan kerja sarna dengan 
lembaga penyelenggara kursus; 

h. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan 
pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Kursus dan 
Kelembagaan; dan 

1. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Pasal 11 

(1) Seksi Pendidikan Masyarakat dan Kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 8 ayat (4) huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan 
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bahan perencanaan, pembinaan teknis pengelolaan dan pengembangan 
program pendidikan masyarakat dan kesetaraan. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Seksi Pendidikan Masyarakat dan 

Kesetaraan sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) mempunyai rincian tugas 
meliputi: 
a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Pendidikan 

Masyarakat dan Kesetaraan; 
b. Melaksanakan pengolahan dan inventarisasi data lembaga dan 

penyelenggaraan pendidikan masyarakat dan kesetaraan; 

c. Melaksana kan penyiapan bahan pembinaan teknis dan peningkatan mutu 

dan minat taman bacaan masyarakat; 
d. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, 

pengembangan pendidikan m asyarakat dan 
pengenda lian dan 

kesetaraan meliputi 
kelembagaan , materi baha n aja r serta sarana prasarana; 

e. Melaksanakan penyiapan bahan pen gembangan informasi dan sos ialisasi 
pendidikan masyaraka t dan kesetaraan ; 

f. Melaksanakan penyiapan bahan pengawa san, evalu asi dan validasi 
pelaksanaan program pendidika n kesetaraan; 

g. Mela ksanakan penYlapan baha n usulan kebutuha n dan d istribusi 
bantu an saran a prasarana kegiatan pendidikan masyarak at dan 
kesetaraan; 

h. Melaksanakan penyiapan bahan monitoring, pengawasan dan evaluasi 
tenta n g pemanfaatan bantuan sarana prasarana pendidikan kesetaraan; 

1. Melaksanakan penyiapan bahan penyusuna n instrumen pem belajaran, 
instrumen pelatihan dan instru men bimbingan pelaksanaan belaja r; 

J. Mela k sanakan penyia pan bahan fasilitasi ujia n nasional dan akreditasi 
pen did ikan keseta raan; 

k. Melaksan akan penyia pan bahan kegiatan bimbingan teknis dan evaluasi 
penlberdayaan pera n serta masyarakat dalam pelak ana an program 
pendidikan kesetara a n ; 

1. Melaksanakan penyiapan baha n fasilitasi peningkatan kerja sama dengan 
lembaga penyelenggara p endidikan masyarakat dan kesetaraan; 

m. Melaksana kan penyusunan bahan koordinasi , peman taua n, evaluasi dan 
pelaporan h asil pelaksanaan tu gas lingkup Seksi Pendidikan Masyarakat 

dan Kesetaraan; da n 

n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Paragraf 4 
Bidang Sekolah Dasar 

Pasal 12 

(1) Bidang Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d 
mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis 

kurikulum, kelembagaan, kesiswaan dan sarana prasarana sekolah dasar. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Bidang Sekolah Dasar mempunyai fungsi: 
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a. Penyelenggaraan penyusunan bahan kebijakan teknis kurikulum, 

kelembagaan, kesiswaan dan sarana prasarana sekolah dasar; 

b. Penyelenggaraan kebijakan teknis kurikulum, kelembagaan, kesiswaan dan 
saran a prasarana sekolah dasar; 

c . Penyelenggaraan pengelolaan data bidang kurikulum, kelembagaan, 
kesiswaan dan sarana prasarana sekolah dasar; 

d . Penyelenggaraan pengelolaan bantuan saran a dan prasarana sekolah 

dasar; dan 

e. Penyelenggaraan pembinaan, fasilitasi dan koordinasi di bidang kurikulum, 

kelemba gaan, kesiswaan dan sarana prasarana sekolah dasar. 

(3) Dalam m enyelenggarakan tugas pok ok, Bidang Sekolah Dasar sebagaimana 
dimak sud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi: 
a . Menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Bidang 

Sekolah Dasar; 

b. Menyelenggarakan perum usan kebijakan teknis penyelen ggaraan 

pen didikan sekolah dasar; 
c. Menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian penyelen ggaraan 

pendidikan sekolah d a sar; 

d. Menyelenggarakan pembinaan dan pengelolaan data kesiswa an sekolah 
dasar; 

e. Menyelenggara kan pengawasan pela ksanaan kurikulum sekolah da sar; 

f. Menyelenggarakan fasilitasi penyediaan pembiayaan dan sarana prasarana 
pen didikan sekolah dasar; 

g. Menyelenggarakan penyusunan bahan rekomendasi 
pem berian / pencabu tan perizin a n penyelengga raan pendidika n sekolah 
d a sa r yan g d iselenggarakan oleh masyarakat; 

h. Menyelen ggarakan bahan penetapan kebijakan kurikulu m muatan lokal 

pen did ikan sekolah da sar; 
1. Menyelenggarakan sosialisasi, implementasi, pengawasan da n supervisi 

kurikulum pendidikan sekolah dasar ; 
J. Menyelenggarakan koordina si penyelenggaraan pendidikan sekolah dasar; 
k. Menyelenggarakan peman tauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

tugas lingkup Bidang Sekolah Dasar; dan 

1. Menyelenggarakan Tugas k edinasan lainnya. 

(4) Bidang Sekolah Dasar sebagaimana d imaksud pada ayat (1) terdiri atas: 
a. Seksi Kurikulum dan Kelembaga a n Sekolah Dasar; 
b. Seksi Kesiswaan Sekolah Dasar; dan 
c. Seksi Sarana Prasarana Sekolah Dasar. 

Pasal 13 

(1) Seksi Kurikulum dan Kelembagaan Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 12 ayat (4) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan 
penyiapan bahan perencanaan, pembinaan dan penyusunan bahan kebijakan 
teknis kurikulum dan kelembagaan sekolah dasar. 
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(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Seksi Kurikulum dan Kelembagaan 

Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas 
meliputi: 

a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Kurikulum 
dan Kelembagaan Sekolah Dasar; 

b. Melaksanakan penyusunan dan pengolahan data, statistik sekolah dasar; 

c. Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis kurikulum muatan 
lokal; 

d. Melaksanakan penyusunan konsep pedoman dan petunjuk teknis, 
sosialisasi dan implementasi kurikulum, kalender pendidikan dan evaluasi 
belajar; 

e. Melaksanakan p engawasan pelaksanaan kurikulum dan kegia tan sekolah 
dasar; 

f. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan ujian nasion a l; 

g. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi , monitorin g dan 

evaluasi pelaksanaan penilaian tengah semester, penilaian akhir semester 
dan penilaian akhir sekolah; 

h. Melak sanakan pencatatan dan m enilai kelayakan buku pelajaran murid, 

buku pegangan guru dan buku perpustakaan pada sekolah dasar; 
1. Melaksanakan inventarisasi, dokumentasi dan laporan hasil evaluasi 

belajar pada sekolah dasar; 

J. Melaksanakan penyiapan bahan norma, standar, prosedur da kriteria 
pen gelolaan sekolah dasar; 

k. Melaksanaka n penyusunan bahan pembinaan teknis lembaga pengelola 
sekolah dasar; 

l. Melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi pemberian/ pencabutan 

perizinan penyelenggaraan pendidikan sekolah da sar; 

m. Melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi pem berian b antuan kepada 
sekolah dasar; 

n. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan tu gas pengawas 
dalam mengendalikan, m embimbing, dan menilai sekolah; 

o. Melaksanakan penyusunan bah an koordinasi, pemantauan, evaluasi dan 

pelaporan h a sil pelaksanaan tugas lingkup Sek si Kurikulum dan 

Kelembagaan Sekolah Dasar; dan 
p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Pasal 14 

(1) Seksi Kesiswaan Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 

(4) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan 
perencanaan, penyusunan data statistik dan pembinaan teknis kesiswaan 
sekolah dasar. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Seksi Kesiswaan Sekolah Dasar 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi: 
a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Kesiswaan 

Sekolah Dasar; 
b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data sekolah dasar; 
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c. Melaksanakan penyusunan dan analisis data kesiswaan sekolah dasar; 

d. Melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis penerirnaan peserta 
didik baru; 

e. Melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis penerirnaan siswa dari 
kelornpok rnasyarakat rninoritas, terbelakang danl atau tidak rnampu 

secara ekonorni; 

f. Melaksanakan penyusunan bahan pedornan pernbinaan kesiswaan, rnutasi 

siswa lintas Kabupaten/Kota serta lintas Provinsi; 
g. Melaksana kan kegiatan lornba kesiswaan tingkat Kabupaten dan di tingkat 

Provinsi; 
h. Melaksanakan kegiatan fasilitasi dan pernbin a an bakat da n pre stasi 

Slswa; 

1. Melaksanakan bahan koordina si dan kerja sarna dengan lernbaga dan 

in stansi lain kesiswaan sekolah d a sar; 

J. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pernantauan, evalu a si dan 
pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Kesiswaarl Sekolah 
Dasar; dan 

k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Pasal 15 

(1) Seksi Sarana Prasarana Sekolah Dasar sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 
12 ayat (4) huruf c rnernpunyai tugas pokok rnelaksanakan penyiapa n bahan 
peren canaan, pernbinaan teknis, p engadaan, pendistribusian, birnbingan 
penggunaan dan pernelih araan sarana prasarana pendidikan sekolah dasar. 

(2) Dalarn rnenyelenggaraka n tugas pokok, Seksi Sarana Prasarana Sekolah 

Dasar sebagairnana d irnaksud pada ayat (1) rnernpunyai rincian tugas 

rnelipu ti : 
a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lin gkup Seksi Sarana 

Prasarana Sekolah Dasar; 
b. Melaksanakan pengolahan dan penyusunan data kebutuhan sarana 

prasarana sekolah dasar; 

c. Melaksanakan penyiapan bahan usulan rencana kebutuhan sarana 

prasarana sekolah dasar; 
d. Melaksanakan pengaturan, pendistribusian sarana prasarana dan sekolah 

dasar; 
e. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pedornan dan birnbingan 

teknis penggunaan serta perneliharaan sarana prasarana sekolah dasar; 

f. Melaksanakan penyusunan konsep usulan penetapan lokasi 

pernbangunan dan rehabilitasi gedung pendidikan sekolah dasar; 
g. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan kornite sekolah dalam 

penyusunan, pelaksanaan, dan pelaporan ten tang kebutuhan saran a dan 
prasarana sekolah dasar; 

h. Melaksanakan penyiapan bahan usulan pengadaan dan pendistribusian 

serta penghapusan sarana prasarana sekolah dasar; 
1. Melaksanakan penyiapan bahan birnbingan teknis penggunaan dan 

perneliharaan sarana prasarana sekolah dasar; 
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J. Melaksanakan bimbingan teknis penggunaan dan pemeliharaan sarana 
prasarana sekolah dasar; 

k. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas seksi 
sarana prasarana sekolah dasar; 

1. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan 

pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Sarana Prasarana 

Sekolah Dasar; dan 
m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Paragraf 5 
Bidang Sekolah Menengah Pertama 

Pasal16 

(1) Bidang Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pa sal 2 
huruf e mempunyai tugas pokok m enyelenggarakan perumusan kebijakan 
teknis kurikulum, kelembagaan, kesiswaan, sara na dan prasarana sekolah 
menengah pertama. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Bidang Sekolah Menengah Pertama mempunyai fu ngsi: 

a. Penyelenggaraan penyusunan bahan kebijakan teknis kurikulum, 
kelembagaan, kesiswaan dan sarana prasarana sekolah menengah pertama; 

b . Penyelenggaraan kebijakan teknis kurikulum, kelembagaan , kes iswaan dan 

sarana prasarana sekolah menengah pertama; 
c. Penyelenggaraan pengelolaan data bidang kurikulum, kelem bagaan, 

kesiswaan dan sarana prasarana s ekolah menengah pertama; 

d. Penyelenggaraan pen gelolaa n bantuan sarana dan prasarana sekolah 
menengah pertama; dan 

e. Penyelengga raan pembinaan, fasilita si dan koordinas i di bidang kurikulum, 
kelembaga a n, kesiswa an dan sarana prasarana sekolah menen gah pertama. 

(3) Dalam m enyelenggarakan tugas pokok, Bidang Sekolah Menengah Pertama 

sebagaimana d im aksud pada ayat (1) m empunyai rincian tugas m eliputi: 

a. Menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Bidang 
Sekolah Menen gah Pertama; 

b. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan 
pendidikan sekolah menengah pertama; 

c. Menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan 

pendidikan sekolah menengah per tama; 

d. Menyelenggarakan pembinaan dan pengelolaan data kesiswaan sekolah 

menengah pertama; 
e . Menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan kurikulum sekolah 

menengah pertama; 
f. Menyelenggarakan fasilitasi penyediaan pembiayaan dan sarana prasarana 

pendidikan sekolah menengah pertama; 

g. Menyelenggarakan penyusunan bah an rekomendasi pemberian/ 
pencabutan perizinan penyelenggaraan pendidikan sekolah menengah 
pertama yang diselenggarakan oleh masyarakat; 
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h. Menyelenggarakan bahan penetapan kebijakan kurikulum muatan lokal 
pendidikan sekolah menengah pertama; 

1. Menyelenggarakan sosialisasi, implementasi, pengawasan dan supervlsl 

kurikulum pendidikan sekolah menengah pertama; 

J. Menyelenggarakan koordinasi penyelenggaraan pendidikan sekolah 

menengah pertama; 
k. Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

tugas lingkup Bidang Sekolah Menengah Pertama; dan 
l. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya. 

(4) Bidang Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terdiri atas: 

a. Seks i Kurikulum dan Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama; 
b . Seksi Kesiswaan Sekolah Menengah Pertama; dan 
c. Seksi Sarana Prasarana Sekola h Menengah Pertama. 

Pasal 17 

(1) Seksi Kurikulum dan Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf a mempunyai tuga s pokok 
melaksanakan penyiapan bahan peren canaan, pembinaan dan penyusunan 
bahan kebijakan teknis kurikulum dan kelembagaan sekolah m enengah 
pertama. 

(2) Dalam menyelenggara kan tugas pokok, Seksi Kurikulu m dan Kelem bagaan 

Sekola h Menengah Pertam a sebagaim ana dima ksud pada ayat (1) mempunyai 

rincian tugas m eliputi: 
a. Melaksan a ka n penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Kurikulum 

dan Kelembagaan Sekolah Men engah Per tama; 
b. Melaksanakan penyu sunan dan pengolahan data, s ta tistik sekolah 

menen gah perta ma; 

c. Melak sanakan penyiapan baha n kebijakan teknis ku rikulum muatan 

lokal; 

d. Melaksanakan penyusunan konsep pedoman dan petunjuk teknis, 
sosialisasi dan im plem enta si kurikulum, kalender pendidikan dan evaluasi 
belajar; 

e. Melaksanakan pengawa san pelaksanaan kurikulum dan kegiatan sekolah 

menengah pertama; 

f. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan ujian nasional; 

g. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan 

evaluasi pelaksanaan ujian akhir semester dan ujian sekolah; 
h. Melaksanakan pencatatan dan menilai kelayakan buku pelajaran murid, 

buku pegangan guru dan buku perpustakaan pada sekolah menengah 

pertama; 
1. Melaksanakan inventarisasi, dokumentasi dan laporan hasil evaluasi 

belajar pada sekolah menengah pertama; 
J. Melaksanakan penyiapan bahan norma, standar, prosedur dan kriteria 

pengelolaan sekolah menengah pertama; 
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k. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan teknis lembaga pengelola 
sekolah menengah pertama; 

1. Melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi pemberian/ pencabutan 

perizinan penyelenggaraan pendidikan sekolah menengah pertama; 

m. Melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi pemberian bantuan kepada 
sekolah menengah pertama; 

n. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan tugas pengawas 
dalam mengendalikan, membimbing, dan menilai sekolah; 

o. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan 

pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Kurikulum dan 

Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama ; dan 
p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Pasal18 

(1) Seksi Kesiswaan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksu d dalam 

Pasa l 16 ayat (4) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan 
bahan perencanaan, penyusunan data statistik dan pembinaan teknis 

kesiswaan sekolah menengah pertama. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Seksi Kesiswaan Sekolah Menengah 
Pertam a sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas 
meliputi: 

a. Mela ksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Kesiswaan 

Sekolah Menengah Pertama; 

b. Melaksanakan pengum pulan, pengolahan dan analisis data sekolah 
m en engah pertama; 

c. Melaksanakan penyusunan dan analisis data kesiswaan sekolah 
menengah pertama; 

d. Melaksanakan penyusuna n bahan petunjuk teknis penen aan peserta 

didik baru; 

e. Melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis penerima a n siswa dari 

kelompok m asyarakat minoritas, terbelakang dan / atau tidak mampu 
secara ekon omi; 

f. Melaksanakan penyusunan bahan pedoman pembinaan kesiswaan, mutasi 

siswa lintas Kabupaten/Kota serta lintas Provinsi; 
g. Melaksanakan kegiatan lomba kesiswaan tingkat Kabupaten dan di tingkat 

Provinsi; 
h. Melaksanakan kegiatan fasilitasi dan pembinaan bakat dan pre stasi 

Slswa; 
1. Melaksanakan bahan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan 

instansi lain kesiswaan sekolah menengah pertama; 
J. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan 

pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Kesiswaan Sekolah 

Menengah Pertama; dan 
k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 
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Pasal 19 

(1) Seksi Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 16 ayat (4) huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan 

penYlapan bahan perencanaan, pembinaan teknis, pengadaan, 

pendistribusian, bimbingan penggunaan dan pemeliharaan sarana prasarana 
pendidikan sekolah menengah pertama. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Seksi Sarana Prasarana Sekolah 

Menengah Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian 

tugas meliputi: 

a. Melaksana kan penyusuna n bahan peren canaa n lingkup Seksi Sarana 

Prasarana Sekolah Menengah Pertama; 
b . Me1aksanakan pengolahan dan penyusunan data kebutuhan sarana 

prasarana sekolah menengah pert ama; 

c. Melaksanakan penyiapan bahan usulan rencana kebutuhan sarana 

prasarana sekolah menengah pertama; 

d. Mela ksanakan pengaturan, pendis tribu sian sarana prasa rana dan sekolah 
m enengah pertama; 

e. Melak sanakan penyiapan bahan penyusun an pedom an dan bimbingan 
tekn is penggunaan serta pemeliharaan sarana prasarana sekolah 

m en engah per tama; 
f. Melaksanakan penyusunan konsep usulan penetapan lokasi 

pembangunan dan rehabilitasi gedung pendidikan sekolah m enengah 

pertama; 
g. Melaksanakan penyiapa n bahan koordina si den gan komite sekola h dalam 

penyu sunan, pelaksa naan dan pelaporan tenta ng kebu tuhan sarana dan 
pra sarana sekolah m enengah pertama; 

h. Melaksanakan penyia pan baha n u sula n pengadaan dan pend is tribusian 

serta pen ghapusan s arana prasarana sekolah menengah pertama; 

1. Melaksanakan penyia pan bah a n bimbingan teknis penggunaan dan 

pemelih araan sarana prasarana sekolah men engah pertama; 
J. Melaksan akan bimbingan teknis penggunaan dan pem eliharaan sarana 

prasarana sekolah menenga h pertama; 
k. Melaksanakan penyusu nan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan 

pelaporan hasil pela ksanaan tugas lingkup Seksi Sarana Prasarana 

Sekolah Menengah Pertama; dan 
l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Paragraf 6 
Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan 

Pasal20 

(1) Bidang Guru Dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal2 
huruf f mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyiapan bahan 
perumusan kebijakan teknis, pembinaan profesi guru, peningkatan mutu 
guru dan peningkatan mutu tenaga kependidikan. 
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(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan mempunyai fungsi: 

a. Penyelenggaraan penyusunan bahan kebijakan teknis pembinaan profesi 

guru, peningkatan mutu guru dan peningkatan mutu tenaga 
kependidikan; 

b. Penyelenggaraan kebijakan teknis pembinaan profesi guru, peningkatan 

mutu guru dan peningkatan mutu tenaga kependidikan; 

c. Penyelenggaraan pengelolaan data pembinaan profesi guru, peningkatan 

mutu guru dan peningkatan mutu tenaga kependidikan; 

d. Penyelenggaraan pengelolaan bantuan pembinaan profesi guru, 

peningkatan mutu guru dan p eningkatan m utu tenaga kependidikan; dan 
e. Penyelenggaraan pembinaan, 

guru, peningkatan mutu 

kependidikan. 

fasilitasi dan koordinasi pembinaan profesi 

guru dan peningkatan mutu tenaga 

(3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok , Bidang Guru dan Tenaga 

Kepen d idikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincia n tugas 

meliputi: 

a. Menyelenggarakan penyusunan bahan p erencanaan lingkup Bidan g Guru 

Dan Tenaga Kependidikan; 

b. Menyelenggarakan perumusa n kebijakan tekn is p enyelen ggaraan 

pembinaan d an p engembangan profesi guru dan tenaga kependidikan; 

c. Menyelenggarakan pembinaan, pengend alian dan pengembangan profesi 

guru dan tenaga kependidikan; 
d. Men yelenggarakan penyusunan bahan perumusan kebijaka n teknis 

peningkatan mutu guru dan tenaga kependidika n; 

e. Menyelenggarakan pemberian informasi dan hubungan m a syarakat 

ten tang p rofesi guru, peningkatan m utu guru dan tenaga kependidikan; 

f. Men yelenggarakan norma, standar, prosedur dan kriter ia dalarn 

peningkatan profesi guru, peningkatan mutu guru dan peningkatan mutu 

tenaga k epend idikan; 
g. Menyelengga rakan p enyiapan bahan fasilitasi dan kerja sarna pembinaan, 

bimbingan teknis dan diklat peningkatan profesi guru, peningkatan mutu 

guru dan peningkatan mutu tenaga kependidikan; 

h. Menyelenggarakan koordinasi pembinaan dan bimbingan teknis 

peningkatan profesi guru, peningkatan m utu guru dan peningkatan mutu 

tenaga kependidikan; 
1. Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

tugas lingkup Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan; dan 

J. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya. 

(4) Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terdiri atas: 

a. Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar; 
b. Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah 

Pertama; dan 
c. Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia 

Dini dan Pendidikan Masyarakat. 
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Pasal 21 

(1) Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Da sar sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf a mempunyai tugas pokok 
melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, 
supervisi, evaluasi, pengembangan dan peningka tan profesi guru dan tenaga 
kependidikan. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga 

Kependidikan Sekolah Dasar sebagaimana dima k sud pada ayat (1) 

mempunyai r incian tugas meliputi: 
a. Melak sanakan penyusunan bahan perencan aan lingkup Seksi Pembinaan 

Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Da sar; 
b . Melaksanakan pengolahan, ana lisis data dan pemetaan profesi guru dan 

tenaga kependidikan sekolah da sar ; 

c . Melaksanakan penyiapan bahan perumusan pedoman dan petunju k teknis 

pem binaan profesi guru, penilaian, penghargaan dan perlindun gan bagi 
guru dan tenaga kependidikan sekolah dasar; 

d . Melaksanakan penyiapa n bahan perumusan kebijakan tekn is pem binaan 
dan pengembangan profesi guru d a n tenaga kependid ikan sekolah dasar; 

e. Mela k sa n akan pemetaan kebutuha n guru da n tenaga kependidikan 

sekola h dasar; 

f. Mela k sanakan analisis dan pem etaan h asil penilaian kinerja guru dan 

kepala sekolah; 
g. Mela ksanakan penyiapan bahan kegiatan bimbingan teknis , supervisi dan 

evaluasi dalam penin gkatan mutu gu ru; 
h. Melaksanakan pengelolaan pen didikan dan 

pem berdayaan peran serta m asyara kat 

pem binaan profes i guru sekolah d a sar; 

pelatihan profesi guru dan 

da n lembaga lain dalam 

1. Mela ks anaka n penyia pan bahan koordinasi pendidikan dan pelatihan 
profesi guru, pen gem bangan da n peningkatan m u tu guru sekolah dasar; 

J. Melaksanakan telaa han staf terh adap lapora n hasil kegia tan pengawas 
sebagai bah an kebijakan; 

k. Melaksanakan penyiapan bahan kegiatan bimbinga n teknis, supervisi dan 

evaluasi dalam pembinaan profesi, pemberia n penghargaan dan 

perlindungan bagi guru; 

1. Melaksanakan penyusuna n bah an k oordinasi, pemantauan, evaluasi dan 
pelaporan hasil pelaksan aan tugas lingkup Seksi Pembinaan Guru dan 
Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar; dan 

m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Pasa122 

(1) Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf b mempunyai tugas 
pokok melaksanakan penYlapan bahan perumusan kebijakan teknis, 
pembinaan, supervisi, evaluasi, pengembangan dan peningkatan profesi guru 

dan tenaga kependidikan. 
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(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga 

Kependidikan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) mempunyai rincian tugas meliputi: 

a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Pembinaan 
Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama; 

b. Melaksanakan pengolahan, analisis data dan pemetaan profesi guru dan 

tenaga kependidikan sekolah menengah pertama; 

c. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan pedoman dan petunjuk teknis 

pembinaan profesi guru, penilaian, penghargaan dan perlindungan bagi 
guru da n tenaga kependidikan sekolah menengah pertama; 

d. Melaksa nakan penyia pan bahan peru m usan kebijaka n tek nis pembinaan 
dan pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan sekolah 

menengah pertama; 

e. Melaksanakan pemetaan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan 

sekolah m enengah pertama; 

f. Melaksanakan analisis dan pem etaan hasil penila ian kinerja gu ru dan 
kepa la sekolah; 

g. lYIelaksanakan penyiapan bahan kegiatan b imbingan teknis, supervisi dan 

evaluasi dalam peningkatan mutu guru; 

h. Melaksanakan pengelolaan pen d idikan dan pelatihan profesi guru dan 

pem berdayaan peran serta m asyarakat dan lembaga lain dalam 
p em binaan profesi guru sekolah m enengah pertama; 

1. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pendidikan dan pelatihan 
profesi guru , pengembangan dan peningkatan m utu guru sekolah 

m en engah pertama; 

J. Melaksanakan telaa han staf terhadap laporan hasil kegiatan pengawas 

seba gai bahan kebijakan ; 

k. Melaksa nakan penyiapan bahan kegiata n bimbinga n teknis , su pervisi dan 
evaluasi dala m pembinaan p rofesi, pemberian penghargaan dan 
perlindungan ba gi guru . 

1. Melaksanakan penyusunan baha n koordin asi, peman tauan, evaluasi dan 

pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup seksi Pembinaan Guru dan 

Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama; dan 

m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Pasa123 

(1) Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini 

dan Pendidikan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) 

huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan 
kebijakan teknis, pembinaan, supervlsl, evaluasi, pengembangan dan 
peningkatan profesi guru dan tenaga kependidikan. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga 

Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi: 
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a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Pernbinaan 
Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan 
Pendidikan Masyarakat; 

b. Melaksanakan pengolahan, analisis data dan pernetaan profesi guru dan 
tenaga kependidikan pendidikan anak USIa dini dan pendidikan 
rnasyarakat; 

c. Melaksanakan penyiapan bahan perurnusan pedornan dan petunjuk teknis 

pernbinaan profesi guru, penilaian, penghargaan dan perlindungan bagi 
guru dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan 
rnasyarakat; 

d. Me a ksanakan penyiapan bahan perurnusa n kebijakan teknis pernbinaan 

dan pengernbangan profesi guru dan tenaga kependidikan pen didikan 

anak usia dini dan pendidikan rnasyarakat; 

e. Melaksanakan pernetaan kebutuhan guru dan tenaga kepen didikan 
pen didikan anak usia din i dan pendidikan rnasyarakat; 

f. Melaksanakan analisis dan pernetaan hasil penilaian kinerja guru dan 
kepala sekola h ; 

g. Melaksanakan penyiapan bahan kegiatan birnbingan teknis , supervisi dan 

evaluasi dalarn peningkatan rnutu guru; 

h. Melaksanakan pengelolaan pendidikan dan pelatihan profesi guru dan 

pernberdayaan peran serta rnasyarakat dan lernbaga lain dalarn 
pernbinaan profesi guru pendidikan anak usia dini dan p ndidikan 
rnasyarakat; 

1. Melaksanakan penyia pan bahan koordinasi pendidikan da elatihan 

profesi guru, pengernban gan da n peningkata n rnutu guru pendidikan 

anak usia dini dan pendidikan rnasyarakat; 

J. Melaksanakan telaah an staf terhadap laporan hasil kegiatan pengawas 
sebaga i bahan kebij akan; 

k. Mela ksanakan penyiapan baha n kegiatan bimbingan teknis , su pervisi dan 
evalua si dalarn pernbinaan p rofesi , pernberian penghargaan dan 

perlindungan bagi guru. 

1. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan 

pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Pernbinaan Guru dan 

Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan 
Masyarakat; dan 

rn. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Paragraf 7 

Bidang Kebudayaan 

Pasal 24 

(1) Bidang Kebudayaan sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 2 huruf g 
rnernpunyai tugas pokok rnenyelenggarakan penyiapan bahan perurnusan 
kebijakan, pelaksanaan, pernbinaan, pengernbangan, evaluasi dan pelaporan 
di bidang kebudayaan rneliputi sejarah dan cagar budaya, budaya dan seni. 
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(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi: 
a. Penyelenggaraan penyusunan bahan kebijakan teknis di Bidang 

Kebudayaan; 

b. Penyelenggaraan kebijakan teknis kebudayaan; 

c. Penyelenggaraan pengelolaan data kebudayaan meliputi sej arah , caga r 

budaya dan seni; dan 

d. Penyelenggaraan pembinaan, fasilitasi dan koordinasi di bidang 
kebudayaan meliputi sejarah, cagar budaya dan seni. 

(3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, bidang kebudayaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas m eliputi: 

a. Menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Bidang 

Kebudayaan; 

b. Menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan teknis pen gelolaan 
sejarah, cagar budaya, museum dan seni budaya; 

c. Menyelenggarakan kebijakan teknis pengelolaan sejarah , caga r budaya, 
museum dan seni budaya; 

d. Menyelenggarakan pembinaan sejarah, s eni dan budaya; 

e. Menyelenggarakan pengelolaan cagar budaya dan museum; 

f. Menyelenggarakan koordinasi pengelolaan sejarah, seni, budaya, museum 
d an cagar budaya; 

g. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia 
s ni dan budaya; 

h. Menyelenggarakan penyiapan b ahan perlin dungan dan pem anfaatan 

sejarah, sen i, budaya cagar budaya dan museum ; 

1. Menyelenggarakan penyusunan bahan rekomendasi perizinan cagar 
budaya dan sen i budaya; 

J. Menyelenggarakan pemantauan , evaluasi dan pelapora n pelaksanaan 
tugas lingkup Bidang Kebudayaan; dan 

k. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya. 

(4) Bidang Kebudayaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. Seksi Sejarah dan eagar Budaya 
b. Seksi Bina Budaya; dan 
c. Seksi Bina Seni; 

Pasal 25 

(1) Seksi Sejarah dan eagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat 

(4) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan 
penyusunan perencanaan, pengaturan, pembinaan dan pengawasan sejarah 
dan eagar budaya. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Seksi Sejarah dan eagar Budaya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi: 

a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Sejarah dan 

eagar Budaya; 
b. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan sejarah dan publikasi sejarah 

lokal; 
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e. Melaksanakan penYlapan bahan pelaksanaan penyusunan pedoman 
penulisan sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah; 

d. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan pedoman 

pemberian penghargaan tokoh yang berjasa terhadap pengembangan 

sejarah; 

e. Melaksanakan penytapan bahan penerapan pedoman peningkatan 

pemahaman sejara h lokal dan kepahlawanan; 
f. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan pedoman dan penyusunan 

bahan penetapan kebijakan kabupaten mengenru koordinasi dan 
kemitra an sejarah; 

g. Melaksanakan penyiapan bahan penerapan kebijakan d a n penanganan 

perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan benda eagar budayaj situs; 
h . Melaksanakan penyiapan bahan penetapan benda eagar budayaj situs; 
1. Melaksanakan penyiapan bahan pemberian rekomendasi penzman 

m embawa benda eagar budaya ke luar kabupaten; 
J. Melaksanakan registrasi benda eagar budayaj situs dan kawasan; 
k. Melaksanakan penyiapan bahan pengusulan penetapan benda eagar 

budayaj situs provinsi kepada Provinsi dan penyusunan bahan penetapan 

benda eagar budayajsitus kabupaten; 
l. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi, peningkatan 

peran serta masyarakat dalam perlindungan, pemeliharaan dan 
pem anfaatan bend a eagar budayaj situs kabupaten; 

m. Melaksanakan penyiapan bahan pemberian 1zm survey dan atau 

pen gangkatan benda eagar budayaj situs bawah air; 

n . Melaksanakan penyiapan bahan penyebarluasan informasi sejarah lokal, 

pelaksanaan kongres sejarah tingkat Daerah dan lawatan sejarah tingkat 

lokal; 
o . Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan seminar j lokakarya sejarah 

lokal dalam perspektif nasional di Kabupaten dan pelaksanaan 

musyawarah bidang sejarah; 
p. Melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan penu lisan sejarah Daerah 

dan sejarah kebudayaan daerah serta pemetaan sejarah; 
q. Melaksanakan penyiapan bahan penerapan kebijakan penyelenggaraan 

dan pengelolaan museum serta pengembangan, pemanfaatan, 
penyelamatan, registrasi dan koleksi serta penyelenggaraan akreditasi 

museum; 
r. Melaksanakan penyiapan bahan pendirian museum milik Kabupaten dan 

penyiapan bahan penerapan pedoman hasil pengangkatan peninggalan 

bawah air; 
s. Melaksanakan penyiapan bahan raneangan induk penelitian arkeologi 

nasional oleh Kabupaten dan bahan penerapan pedoman penelitian 

arkeologi; 
t . Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan 

pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Sejarah dan eagar 

Budaya; dan 
u. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 
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Pasal26 

(1) Seksi Bina Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf b 

mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan 

perencanaan, pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian budaya 
dan tradisi. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Seksi Bina Budaya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi: 
a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Bina 

Budaya; 
b . Melaksanakan penyiapan bahan rencana induk pengembangan 

kebudayaan daerah; 
c . Melaksanakan penYIapan bahan dan penetapan kebijakan dalam 

pengembangan sumber daya m a nusia kebudayaan; 
d. Melaksanakan penYlapan bahan dan penetapan kebijakan penelitian 

kebudayaan; 
e. Melaksanakan penyiapan bahan dan penetapan kebijakan mengenaI 

perlindungan hak kekayaan intelektual bidang kebudayaan; 

f. Melaksanakan penYIapan bahan pelaksanaan penetapan kebijakan 
kabu paten mengenai kriteria s istem pemberian penghargaanj anugerah 
bagi insan atau lembaga yang berja sa di bidang kebudayaan; 

g. Melaksanakan penYIapa n bahan pelaksanaan kebijakan Kabupaten 

m engenai kerja sama luar negeri di bidang kebudayaan; 

h. Mela ksa nakan penyiapan bahan rekomendasi penJman komunitas 

budaya; 
1. Melaksanakan penYIapan bahan pelaksanaa n Kabu paten d i bidang 

pen anaman nilai-nila i tradisi, pembinaan karakter dan pekerti ba ngsa; 
J. Melaksanaka n penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan Kabupa ten dalam 

pembinaan, lembaga kepercayaan terhadap Tuhan yang Ma h a Esa dan 

lembaga adat skala Kabupaten; 

k. Melaksanaka n penyusunan bahan koordinasi, pema ntauan, evaluasi dan 
pelaporan h asil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Bina Budaya; dan 

1. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya . 

Pasa127 

(1) Seksi Bina Seni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf c 

mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bah an penyusunan 

perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian perfilman dan 
kesenian. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Seksi Bina Seni sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi: 
a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Bina Seni; 

b. Melaksanakan penyusunan dan analisis data seni budaya; 
c. Melaksanakan penyiapan bah an penetapan kriteria dan prosedur 

penyelenggaraan festival, pameran dan lomba tingkat kabupaten; 



26 

d. Melaksanakan penyiapan bahan pemberian penghargaan kepada seniman 
yang telah berjasa kepada bangsa dan negara; 

e . Melaksanakan penyiapan bahan pembentukan dan atau pengelolaan pusat 
kegiatan kesenian; 

f. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan kebijakan 
kabupaten dalam upaya peningkatan apresiasi seni tradisional dan non 
tradisional; 

g. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pembinaan dan 

pengembangan kesenian; 

h. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan Ka bupaten dalam 

rangka perlindungan dan pemanfaatan kesenian; 
1. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, eva u asi dan 

pelaporan hasil pelaksanaan tuga s lingkup Seksi Bina Seni; dan 

J. Melaksanakan tugas kedinasan lain nya. 

Paragraf 8 

Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasa128 

(1) Pengisian Kelompok Jabatan Fungs ion al sebagaimana d imaksud da lam Pasal 
2 huru f h, berdasarkan bidang kea hlian dan/ atau keterampilan tertentu serta 

bersifat mandiri yang dibu tuhkan dalam rangka menunJang tuga s sesuai 

kewen a ngannya. 

(2) Jumlah tenaga fungsional dan jenis jabatan fungsional s ebagaimana 
dimak sud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerj a 
yang dituangkan dalam Keputusan Bu pati. 

(3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional seba gaimana dimaksud pa da ayat (1), 

diatur berdasarkan pera turan perundang-undangan. 

(4) Rincian tugas Jabatan Fungsiona l diatur sesuai dengan peraturan perundang­

undangan. 

Paragraf9 
Unit Pelaksana Teknis Daerah 

Pasa129 

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan 
fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 huruf i diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri. 

BAB III 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 30 

Pad a saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ml, pejabat yang ada tetap 
menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan 
ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini. 
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BABIV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasa131 

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka: 
a. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 83 Tahun 2019 tentang Tugas dan 

Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan 
b . Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 84 Tahun 2020 tentang Tugas dan 

Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasa132 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar s etiap orang mengetahuinya , m emerintahkan pengundangan Pera tu ran 
Bupati in i dengan penempatan nya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 

Diundangkan di Sin gaparna 
pada tangga l 27 Agu stus 202 1 

IANTO 

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 202 1 NOMOR 51 


